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Abstrak. Program pengabdian kepada masyarakat ini 

bertujuan agar UMKM mampu melakukan kewajiban 
perpajakannya, yaitu membayar dan memahami cara 
pelaporan SPT Tahunan menggunakan e-filing. 
Pengabdian dilakukan berupa penyediaan modul, 
bimbingan teknis secara daring, serta pendampingan 
secara luring kepada para UMKM. Dari hasil 
pengabdian, telah berhasil disusun modul yang sesuai 
dengan kebutuhan UMKM, serta UMKM mampu 
memahami informasi mengenai perpajakan yang 
disampaikan, serta dapat melakukan pembayaran 
pajaknya sendiri melalui djponline. Program ini dapat 

menjadi salah satu cara untuk meningkatkan literasi 
perpajakan UMKM serta membantu mengubah 
persepsi bahwa kewajiban pajak dapat dilaksanakan 
dengan mudah. Pendampingan lebih efektif 
dilaksanakan secara luring, agar kendala dapat 
diselesaikan langsung. 

 

Abstract. This community service program aims to 
make MSMEs able to carry out their tax obligations, 
namely paying and understanding how to report 
Annual SPT using e-filing. The service is carried out in 
the form of providing modules, online technical 
guidance, and offline assistance to MSMEs. From the 
results of the service, modules have been successfully 
developed that suit the needs of MSMEs, and MSMEs 
are able to understand information regarding tax return 
and can make their own tax payments via djponline. 
This program can be a way to increase MSME tax 
literacy and help change the perception that tax 
obligations can be carried out easily. Assistance is more 
effectively carried out offline, so that problems can be 
resolved directly 
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PENDAHULUAN 
 

Pemberdayaan UMKM saat ini 
merupakan salah satu hal yang diprioritaskan 
oleh Pemerintah. Hal ini tidak lepas dari 
peran besar UMKM dalam perekonomian 
Indonesia, yang ditunjukkan dengan 
peningkatan produk domestik bruto (PDB) 
Indonesia. Peningkatan PDB terjadi seiring 

dengan peningkatan jumlah UMKM. Namun 
sayangnya, peningkatan jumlah UMKM 
bukan berarti bahwa UMKM yang ada, 
seluruhnya telah berkembang dengan baik. 
Banyak permasalahan yang dihadapi 
UMKM, antara lain keterbatasan akses 
pembiayaan usaha, terutama dari pihak 
perbankan (Syamsulbahri, 2018), serta 
pemasaran dan product development quality 

(Septiana, Rozi, & Muar, 2019). 
Salah satu penyebab sulitnya akses 

pembiayaan usaha ialah karena laporan 
keuangan yang kurang berkualitas. Pihak 
pemberi dana (kreditur) masih melihat 
laporan keuangan sebagai salah satu 
dokumen yang dapat menunjukkan kondisi 
usaha calon debitur, proyeksi masa depan, 
yang sekaligus memberikan gambaran 
kemampuan calon debitur dalam memenuhi 
kewajibannya sampai masa pinjaman 
berakhir. Murti, Trisnadewi, Citraresmi, & 
Saputra (2018) menyebutkan bahwa semakin 
berkualitas laporan keuangan, jumlah kredit 
yang dapat diperoleh juga semakin besar. 

Indikator lain perkembangan UMKM 
ialah luasnya jangkauan pemasaran. 
Jangkauan pemasaran juga akan memberikan 
potensi peningkatan omzet bagi pemilik 
UMKM. UMKM sebenarnya memiliki 
peluang untuk memperluas jalur pemasaran 
melalui ekspor maupun sebagai penyedia 
barang dan jasa dalam pengadaan barang dan 
jasa pemerintah. Namun, banyak UMKM 
yang belum mengetahui ketentuan atau 
persyaratan mengenai hal tersebut. (Iqbal, 

2020). Hal ini pada akhirnya membatasi akses 
UMKM untuk memasuki pasar ekspor atau 
pengadaan pemerintah melalui e-katalog. 

Dalam perolehan kredit perbankan, 
keikusertaan dalam e-katalog maupun sistem 
informasi pengadaan pemerintah lainnya, 
salah satu hal yang menjadi perhatian ialah 

pelaksanaan kewajiban perpajakan. Salah satu 
syarat yang umum diberlakukan ialah adanya 
kewajiban bagi UMKM untuk memiliki 
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 
Meskipun sebagian besar UMKM telah ber-
NPWP, banyak UMKM yang belum 
melaksanakan kewajiban perpajakannya 
dengan baik, antara lain pembayaran dan 
pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan. 

Tidak dilaksanakannya kewajiban perpajakan 
ini, menunjukkan tingkat literasi mengenai 
pajak yang masih rendah, seperti yang terjadi 
di Sumatera Utara (Muamarah et al., 2021).  

Permasalahan-permasahalan tersebut 
juga banyak dialami oleh UMKM di 
Sumatera Selatan. Berdasarkan pengamatan 
dan observasi awal, para UMKM kurang 
memahami adanya kewajiban perpajakan. 
Kendala yang dihadapi ialah ketidakpahaman 
mengenai cara perhitungan pajak, cara 
pembayaran, serta pelporan SPT. Rendahnya 

literasi perpajakan ini antara lain disebabkan 
anggapan UMKM bahwa hal tersebut tidak 
memberikan nilai tambah terkait daya 
saingnya (Resmi, Pahlevi, & Sayekti, 2019). 
Padahal rendahnya pemahaman mengenai 
prosedur pelaksanaan kewajiban perpajakan 
ini juga mengakibatkan adanya anggapan 
bahwa ketentuan perpajakan sangat sulit dan 
rumit (Utami, Umam, & Djuhartono, 2021). 

  Melihat kondisi ini, dibutuhkan 
adanya suatu program pengabdian kepada 
masyarakat untuk memberikan pemahaman 

dan pendampingan bagi UMKM untuk dapat 
menyusun laporan keuangan yang 
berkualitas, melaksanakan kewajiban 
perpajakannya, serta memahami peraturan 
serta ketentuan yang berlaku dalam rangka 
memasuki pasar ekspor dan pengadaan 
barang dan jasa pemerintah. Program ini 
dilakukan dalam bentuk pendidikan kepada 
masyarakat. (Riduwan, 2016) menyebutkan 
bahwa pengabdian kepada masyarakat 
melalui pendidikan merupakan upaya 

perguruan tinggi untuk meningkatkan 
kemampuan sumber daya manusia (SDM 
dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

Pelaksanaan program pengabdian 
kepada masyarakat dilakukan dalam 
rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk 
membekali UMKM agar dapat menyusun 
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laporan keuangan, melaksanakan kewajiban 
perpajakan, serta memperluas jangkauan 
pemasaran. Khusus untuk tim perpajakan, 
pendampingan yang dilakukan bertujuan agar 
UMKM dapat memahami kewajiban 
perpajakannya serta dapat menghitung serta 
mengisi SPT Tahunan PPh menggunakan e-
Filing. Kegiatan pendampingan dilakukan 
sebagai rangkaian program UFine, Kemenkeu 
Satu dan program Beli Kreatif Sumatera 
Selatan (BKSS), kolaborasi dengan 
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif.  
 

METODE 
 

Kegiatan berupa pendampingan 
pelaksanaan kewajiban perpajakan dalam 
pengabdian kepada masyarakat dilakukan 
sebagai berikut. 

 
 Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 

 
Hal-hal yang dilakukan dalam masa 

persiapan antara lain pemilihan UMKM yang 
akan dipilih menjadi peserta pendampingan, 
serta pemetaan awal permasalahan yang 
dihadapi UMKM terkait pelaksanaan 
kewajiban perpajakan. Pemilihan UMKM 
dilakukan bekerja sama dengan 
Kemenparekraf serta Kantor Perwakilan 
Kemenkeu Satu di Sumatera Selatan. Kriteria 
UMKM yang dipilih antara lain telah 
memiliki produk dan brand yang potensial 

untuk dikembangkan pemasarannya serta 
telah memiliki NPWP.  

Tahap pelaksanaan dilakukan dalam 
tiga kegiatan, yaitu penyusunan modul, 
bimbingan teknis (bimtek) secara daring, serta 
pendampingan secara luring. Penyusunan 
materi untuk modul dan bimtek disesuaikan 
dengan kebutuhan peserta berdasarkan hasil 
pemetaan permasalahan. Dalam penyusunan 

modul, tim pengabdi melibatkan mahasiswa 
untuk tata letak modul. 

Tahap evaluasi dilaksanakan dengan 
melakukan pemantauan atas hasil bimbingan 
teknis dan pendampingan yang dilaksanakan. 
Pemantauan dilakukan untuk melihat apakah 
UMKM telah berhasil melakukan 
pembayaran atau pelaporan SPT Tahunan 

Pajak penghasilan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Tahap persiapan dalam pelaksanaan 
kegiatan pengabdian kepada masyarakat 
dilakukan melalui diskusi dengan mitra, 
dalam hal ini Kemenparekraf untuk 
mengetahui hal-hal yang dibutuhkan dalam 
pendampingan. Kemenparekraf merupakan 
pemilik program BKSS, suatu program 

pemberdayaan UMKM yang bertujuan untuk 
meningkatkan nilai tambah pelaku ekraf 
Sumatera Selatan melalui penguatan branding, 

trust dan pemasaran secara online maupun 

offline, peningkatan omzet, serta penyerapan 

dan perluasan akses ekspor.  
Berdasarkan hasil diskusi, diketahui 

kebutuhan dari UMKM peserta BKSS ialah 
pengetahuan mengenai Nomor Pokok Wajib 
Pajak (NPWP), hak dan kewajiban setelah 
ber-NPWP, pembayaran pajak, serta 
pelaporan SPT Tahunan menggunakan 
DJPonline. Selain itu, karena nantinya 
UMKM juga akan disiapkan untuk siap 
ekspor, materi perpajakan juga diharapkan 
dapat memberikan gambaran secara utuh 
mengenai kewajiban pajak bagi UMKM 
apabila mereka akan memperluas pasar ke 
luar negeri. Diskusi juga melibatkan penyuluh 
pajak di Kantor Wilayah DJP Sumatera 
Selatan dan Bangka Belitung.  

Berdasarkan kriteria yang telah 
ditetapkan, terdapat 200 UMKM yang akan 

mengikuti pendampingan secara daring dan 
32 UMKM yang mengikuti pendampingan 
secara luring di Palembang. Pembatasan 
jumlah peserta secara luring dilakukan karena 
pendampingan masih dilaksanakan pada 
masa pendemi Covid-19 dan demi efektivitas 
pelaksanaan pendampingan.  

 

  
Gambar 2. Diskusi Tahap Persiapan 

 
Kegiatan yang dilakukan pada tahap 

pelaksanaan cukup banyak, yaitu penyusunan 
modul, pelaksanaan bimtek daring, serta 
pendampingan secara luring. Penyusunan 
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modul dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 
akan adanya suatu materi yang dapat menjadi 
pedoman serta dipelajari sendiri setelah masa 
pendampingan berakhir. Modul ini juga dapat 
dimanfaatkan oleh komunitas-komunitas 
pegiat UMKM apabila akan melakukan 
pelatihan secara mandiri (Inderawati et al., 
2021).   

Modul yang disusun merupakan 
pengembangan modul yang telah dibuat 

sebelumnya dengan menyesuaikan kondisi 
peserta di Sumatera Selatan. Modul yang 
dihasilkan berbentuk softcopy agar mudah 

disebarluaskan dan dimanfaatkan oleh 
penggunanya. Konten dari modul disusun 
dengan memperhatikan permasalahan-
permasalahan terkait perpajakan yang 
dihadapi UMKM serta menyesuaikan gaya 
bahasa di Sumatera Selatan. Penggunaan 
bahasa ini diharapkan dapat membuat modul 
lebih mudah dipahami oleh para pembacanya 
(Wicaksono, 2016). 

Dalam ketentuan perundang-
undangan perpajakan, diatur beberapa hal 
yang menjadi kewajiban bagi UMKM antara 
lain kewajiban untuk ber-NPWP, 
menghitung, memperhitungkan, menyetor, 
serta melaporkan kewajiban pajaknya. Secara 
garis besar, modul yang disusun 
menyampaikan informasi mengenai fungsi 
NPWP, cara menghitung besarnya pajak yang 
terutang dengan menggunakan tarif umum 
UU PPh maupun dengan menggunakan tarif 
PPh Final peredaran bruto tertentu. Modul 

juga memberikan ilustrasi-ilustrasi terkait 
pemotongan dan pemungutan pajak yang 
wajib dilakukan UMKM yang berbentuk 
badan dalam transaksinya sehari-hari.  

 

 

 
Gambar 3. Modul UMKM 

Kegiatan kedua pada tahap 
pelaksanaan ialah bimbingan teknis secara 
daring. Pelaksanaan bimbingan teknis 

dilakukan melalui aplikasi video konferensi 
berupa zoom. Kegiatan dilaksanakan pada 
bulan Oktober 2022. Dari 200 UMKM yang 
diundang dalam pelaksanaan bimbingan 
teknis secara daring, hadir 133 UMKM. 
Materi yang disampaikan dalam bimbingan 
teknis ialah mengenai NPWP, NIK, serta tata 
cara pengisian SPT Tahunan Formulir 1770 
menggunakan e-Form. Bimbingan teknis 
dilakukan bekerja sama dengan Kanwil DJP 

Sumatera Selatan dan Bangka Belitung 
sebagai bagian dari Kemenkeu Satu. Dalam 
pelaksanaan bimbingan teknis secara daring, 
UMKM cukup antusias dalam menyimak 
materi dari narasumber serta mengajukan 
pertanyaan baik secara langsung maupun 
melalui ruang obrolan (chat). 

 

 
 

Gambar 4. Bimbingan Teknis secara Daring 
 

Setelah pelaksanaan bimbingan teknis 
secara daring, tim pengabdi memberikan 
kuesioner untuk mengetahui tingkat 
pemahaman peserta atas materi yang telah 
disampaikan, serta tindak lanjut yang 
diharapkan oleh UMKM. Kuesioner diisi 
oleh 50 UMKM dan memperoleh hasil bahwa 
UMKM telah memahami materi yang 

disampaikan dengan baik, tetapi memerlukan 
pendampingan secara luring mengenai cara 
menghitung dan melaporkan pajak. 
Pendampingan luring diperlukan agar 
UMKM dapat melakukan praktik langsung 
serta permasalahan yang ditemui data praktik 
langsung dapat diselesaikan. 

Kegiatan ketiga setelah bimbingan 
teknis daring ialah pendampingan secara 
luring. Pendampingan secara luring 
dilaksanakan pada tanggal 28 dan 29 Oktober 
2022 di Aula Kanwil DJP Sumatera Selatan 

dan Bangka Belitung. Bimbingan teknis 
diikuti oleh UMKM peserta BKSS yang juga 
merupakan UMKM binaan Kemenkeu 
Kantor Perwakilan wilayah Sumatera 
Selatan. Bimbingan Teknis secara luring 
mengambil tajuk UFine. Dalam 
pendampingan secara luring, terdapat 32 
UMKM yang hadir. Dalam kegiatan ini, 
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dilakukan penyampaian materi serta 
pendampingan langsung mengenai 
penggunaan akun djponline serta 
menunjukkan simulasi pengisian SPT 
Tahunan PPh Formulir 1770. 

 
Gambar 4. Penyampaian Materi dalam 

Bimtek Luring 
 
Pelaporan SPT Tahunan PPh melalui 

e-filing dilakukan menggunakan akun 

djponline. Penggunaan akun djponline 

mensyaratkan NPWP berstatus aktif serta 
wajib pajak mengetahui e-FIN yang 
digunakan sebagai identifikasi akun. Untuk 
mempermudah pelaksanaan saat bimtek, 
sebelum pelaksanaan bimbingan teknis, tim 
pengabdian kepada masyarakat melakukan 
pendataan mengenai pemilikan NPWP, 
nomor NPWP untuk memastikan status 
NPWP aktif atau tidak, serta apakah WP 
mengetahui e-FIN-nya atau tidak.  Untuk 
NPWP dengan status Non Efektif (NE), serta 
nomor e-FIN yang tidak dapat diingat oleh 

Wajib Pajak, Tim bekerja sama dengan 
Penyuluh Pajak di Kanwil DJP Sumatera 
Selatan dan Bangka Belitung untuk 
memfasilitasi penyediaan e-FIN tersebut. 

Saat pendampingan luring, beberapa 
kendala yang dihadapi ialah UMKM yang 
tidak membawa laptop, sehingga kesulitan 
untuk melakukan pengisian, data omzet yang 
tidak lengkap, serta kendala lupa e-FIN tidak 
diinformasikan sebelumnya. Beberapa 
permasalahan dapat diselesaikan saat 
pendampingan, tetapi karena keterbatasan 
waktu, tidak semua dapat diselesaikan. Oleh 
karena itu, setelah pendampingan luring, tim 
pengabdi juga membuka kesempatan bagi 
UMKM untuk berkonsultasi apabila masih 
ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Konsultasi 
dapat dilakukan melalui chat dengan aplikasi 
percakapan. 

Evaluasi kegiatan dilaksanakan 

dengan menanyakan kepada peserta 
mengenai pemahaman saat penyampaian 
materi dalam bimtek daring dan 
pendampingan luring. Evaluasi pada bimtek 
daring dilaksanakan melalui penyampaian 
kuesioner sedangkan pada bimtek luring 
dilakukan dengan menanyakan secara 
langsung kepada UMKM serta melihat 
progress yang dialami selama proses 
pendampingan.  

Berdasarkan hasil kuesioner yang diisi 
oleh peserta bimtek daring, seluruh peserta 
menyatakan bahwa materi yang disampaikan 
bermanfaat, tetapi menyarankan agar dapat 
dilakukan pendampingan langsung secara 
luring.  Pendampingan secara intensif, satu 
persatu secara khusus diyakini dapat 
meningkatkan engagement serta perilaku 

belajar, seperti halnya dalam pembelajaran 
formal di kelas (Yusuf, Onifade, & Bello, 
2016). Hal ini juga terbukti dalam proses 
pendampingan, ketika tim pengabdi 
memperhatikan secara khusus UMKM 

peserta pendampingan, mereka lebih terbuka 
dan mau mengikuti dengan baik, sehingga 
masalah yang dihadapi juga dapat 
diselesaikan dengan baik. Saat pelaksanaan 
pendampingan secara luring, peserta 
menyampaikan testimoni bahwa kegiatan 
yang dilaksanakan membantu peserta untuk 
memahami kewajiban perpajakannya lebih 
baik. Peserta yang semula tidak dapat 
mengakses akun djponline juga pada akhirnya 
dapat mengakses akun setelah dibimbing 
untuk melaksanakan tahapannya satu persatu. 

Meskipun tidak seluruh peserta dapat mengisi 
SPT Tahunan PPh on the spot karena kendala 

tidak lengkapnya catatan peredaran usaha 
yang, seluruh peserta secara umum telah 
mengetahui tahapan yang harus 
dilaksanakan. 

Upaya memahamkan kewajiban 
perpajakan ini dilaksanakan oleh tim 
pengabdi sebagai bagian dari Kemenkeu Satu, 
sebagai bentuk dukungan pada program 
penyuluhan pajak yang dilakukan oleh DJP. 

Saat ini, masih terdapat stigma negatif pajak 
yang dirasakan masyarakat sehingga 
membawa dampak keengganan masyarakat 
datang ke kantor pajak dan lebih jauh lagi 
dapat mengarah pada tindakan tax evasion 

(Handayani, 2014). Oleh karena itu, tim 
pengabdi mencoba mengisi ruang ini, dengan 
harapan penyuluhan dari pihak akademisi 
dapat diterima dengan lebih baik oleh 
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UMKM. Melalui program ini, diharapkan 
dapat sedikit memberikan persepsi bahwa 
urusan pajak sebenarnya tidak rumit. 
 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

Pemahaman mengenai kewajiban 
pajak merupakan suatu hal yang seharusnya 
dimiliki oleh seluruh UMKM. Untuk 
mewujudkannya, program pendampingan 
yang dilakukan kepada UMKM dalam 
program BKSS dan UFine Kemenkeu Satu 
dilaksanakan dalam beberapa bentuk yaitu 
penyusunan modul, pelaksanaan bimbingan 
teknis secara daring dan luring. Dari program 
pendampingan dapat dihasilkan modul yang 
sesuai dengan kebutuhan UMKM 
berdasarkan pemetaan awal, UMKM mampu 
memahami materi yang diberikan saat 
bimtek, serta UMKM berhasil melakukan 
pembayaran pajaknya sendiri melalui 
djponline. Belum seluruh wajib pajak selesai 

melaporkan SPT Tahunan Formulir 1770 
karena adanya data yang belum disiapkan 
oleh UMKM. 

Untuk program pengabdian kepada 
masyarakat selanjutnya, diperlukan partisipasi 
aktif UMKM dalam menyediakan data dan 
informasi yang dibutuhkan agar pada akhir 
proses pendampingan, mereka telah dapat 
melaporkan SPT Tahunan PPh. UMKM juga 
perlu menyadari bahwa kewajiban ini 
merupakan hal rutin yang akan mereka 
lakukan setiap tahun. Untuk menyiasati 

kendala UMKM yang tidak membawa 
laptop, ke depannya dapat diupayakan 
penyediaan satu atau beberapa laptop/PC 
dalam proses pendampingan luring.  
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